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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI SISTEM

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN PENETAPAN AUDITEE

INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2021

BUPATI MAJALENGKA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2)
huruf a dan Pasal 24 Peraturan Bupati Majalengka Nomor
32 Tahun 2021 tentang Standar dan Tata Laksana Audit
Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Penetapan Auditee
Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka Tahun 2021.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 ) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang ...... 2



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6400);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112};
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Menetapkan

KESATU

13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-
Government;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan
Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
Daerah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 994);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2008 Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1
tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Majalengka 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

19. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 13 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem
Pemerintahan  Berbasis Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2021, dengan
susunan personalia sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Auditee Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

Tim Audit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengawas Mutu :
Melakukan monitoring dan evaluasi aktivitas audit untuk
menjamin pelaksanaan audit sesuai dengan standar audit.

b. Lead Auditor :
Bertanggung jawab merencanakan audit teknologi,
melaksanakan audit teknologi di lapangan, mengendalikan
data dan melaporkan hasil audit teknologi.

c. Auditor:
Membantu Lead Auditor dalam aktivitas audit teknologi

d. Asisten Auditor :
Membantu Auditor dalam aktivitas audit teknologi.

e. Teknisi:
Membantu Auditor dalam pengumpulan data lapangan.

f. Nara Sumber :
Memberi masukan yang berkaitan dengan isu, status industri
dan teknologi, serta keilmuan yang relevan dengan organisasi
dan sektor yang diaudit.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 18 Juni 2021




LAMPIRANT :

a.

b.

Nomor
Tanggal
Tentang

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
: 061/Kep,616;2-0rganasasn./2021

PEMBENTUKAN TIM AUDIT
INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DAN PENETAPAN AUDITEE INFRASTRUKTUR
DAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2021.

SUSUNAN PERSONALIA TIM AUDIT INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

Pengawas Mutu

Lead Auditor

Auditor

Asisten Auditor

Teknisi

Nara Sumber

Auditor Utama atau Madya pada Inspektorat
Kabupaten Majalengka.

Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten
Majalengka.

Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten
Majalengka. '

Auditor Pertama  pada Inspektorat
Kabupaten Majalengka.

Analis Sistem Informatika pada Dinas
Komunikasi dan Infromatika Kabupaten
Majalengka.

Ténaga Ahli Universitas Telkom.




LAMPIRAN 1I

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor
Tanggal
Tentang :

: 061/Keps616+2=Organisasi/2021

Z 18 J"uni 2021

PEMBENTUKAN TIM AUDIT INFRASTRUKTUR
DAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DAN PENETAPAN
AUDITEE INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021.

AUDITEE INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

1. Auditee 1

2. Auditee 2

3. Auditee 3

Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka
Aplikasi Layanan RSM Mobile.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka
Aplikasi Sidaku (Sistem Informasi Dalam
Saku).

Dinas Sosial Kabupaten'Majalengka
Aplikasi e-SLRT (Sistem Layanan Rujukan
Terpadu Elektronikj.
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